
LI P ATtr SUMBAWA
KEFUTI.]SA.N BIJPATI SIJMBAWA . ' '

NOMOtt a,ia TAHUIY 200g

Menimbang

TEN-TANG

PEMEUKAAN DAN PENEGERIAN $EKCILAI.{ MENENGAH KEJURUAN
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: a' bahwa dalanr rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik luiusan Sekolah

hrienengah Pertama (SMP) untuk melajutkan dan melengkapi kornpetensi rnelaiui

Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan sebagai bekal keahiian untuk bekerja atau

menciptakan lapangan kerja bagi dirirrya dan untuk memudahkan akses pendidikan

kejuruan.pada masyarakai dan pemusatan pendidikan , serta mengakomodasi Sumber

Daya Magusia {SDM) yang memiliki kompetensi maka peningkatari pelayanan dan daya
tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMl() terus diupayakan;

t'' bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendiclikan perlu rnembuka
dan menegerikan Sekolah MenenEah Kejuruan ( SMK );

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.

" 
1' undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah ringkat ll

dalam wilayah Daerah*claerah ringkat I tsali, I'lusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Tirnur;

2' iJndang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasionar;
3' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali di ubah terakhirdengap undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;4' Undang-Undang Nbmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah
Pusat dan Femerintahan Daer"ah;

5' Perah'lran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kooidinasi Kegiatan lnstansi Vertikal iJi
Daerah ;

6' Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar sebagaimara telah
diubah dengan peraturan pemerinrah Nomor 55 Tahun .1gg8,

7 ' Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1g9B;

8. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan;
g' Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
10' Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Fropinsi dan pernerintahan 
Daerah

Kabupaten/Kota;
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11' Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimna telah diubah dengan Keputusan presiden

Nomor 72 Tahun 2004;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten'sumbawa lilomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan,

Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
'14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Membuka dan menegerikan' Sekolah Menengah Kejurr.lan (SMK) sebagaimana tercanium

dalam lampiran keputusan ini;

Segala biay"a yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Beianja propinsi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sumbawa;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 3r .ruri. eooe

IEIvIBUSAN :

"\1. Yth. Menteri pendidikan Nasional Rl dl Jakarta;
'--t2. Yth. Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara diJakarta;3. Yth. Menteri Keuangan nefuOiif lndonesia di Jakirta;4. Yth. Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan f,llenengan Depdiknas di Jakarta5. Yth. Direktur pendldikan Lanjutan pertama Dikdasmen Depdiknas diJakarta;6. Yth Direktur pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas diJakarta;

I Yth Kepaia Bad.an Kepegawaiai Negara (BKN) ditifurti-8. Yth, GubernurJ,,lusa lenggara garat ji Maiaram;9' Yth' Ketua Dewan Perwik-ilan Rakyat Daerah nioplnsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;10. Yth. Ketua Dewan perwakiran Rakyat Daerah xr[rprt.n srrnr*, disumbawa Besar;'!1 Yth Kepara Dinas Dikpora propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
l? yll,t Kepata Bappeda Kabupaten Surnbawa OidumUawa A;.;i13' Yth' Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan or.rrn Kabupaten sumbawa disumbawa Besar;]1 I1l, Kepata tnspektorat Kabupaten Sumbawa Oi Sumnawa e;r;15' Yth. Kepara Dinas pendapatan, Keuang., om nr.i riJuprtun'sr*oawa di Sumbawa Besar;l9 Yth. Kepala Bagian Hukum Setda r{abu"paten Sumbawa di'sumbawa Besar;17 Sekolah yang bersangkutan untuk makllm sbperlunya;


